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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Melalui Lelang Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo” ini bertujuan
untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana penyelesaian pembiayaan
bermasalah yang terjadi serta implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah
melalui lelangyang terjadi di Bank Syariah KC Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder.
Data primer yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah wawancara dengan
pihak internal BSB dan KPKNL. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam
penelitian kali ini adalah berupa buku, artikel, jurnal, serta perundang-undangan
yang terkait dengan lelang dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank
Syariah. Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui
proses wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bank berhak untuk menjual
AYDA tanpa memerlukan persetujuan dari debitur karena debitur tersebut
melakukan wanprestasi, hal itu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996. Menurut kebijakan Bank Syariah
Bukopin KC Sidoarjo dalam aturan secara normatifnya, yang dilelang melalui
KPKNL dengan cara parate eksekusi ini hanyalah rumah/bangunan dalam kondisi
kosong (tidak berpenghuni). Jadi bisa diestimasikan untuk penyelesaiannya tidak
terjadi pengosongan karna rumah/bangunan tersebut sudah dalam kondisi kosong.
Hal itu dilakukan untuk mecegah terjadinya berbagai masalah seperti banding,
kasasi ataupun pengosongan setelah terjadi lelang. Sebelum dilakukan lelang maka
bank wajib untuk menilai kembali AYDA yang akan dilelang, dari penilaian inilah
dapat diketahui nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai likuidasi ini kemudian yang
akan digunakan sebagai dasar dan acuan untuk menentukan nilai limit dalam lelang.

Kata Kunci: Lelang, Penilaian, Hak Tanggungan, Pembiayaan Bermasalah,
AYDA
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sifat universal dan paripurna merupakan sifat yang dimiliki oleh agama
Islam. Islam juga merupakan agama yang memberikan tuntunan secara lengkap
dan panduan dalam kehidupan manusia. Karena itulah, adanya tuduhan yang
sering muncul akhir—akhir ini bahwa Islam merupakan agama yang
menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat,
terutama bila kita melihat secara positif masa kejayaan pemerintahan Islam di

zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat manusia.*

Dapat diketahui Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta
dan kegiatan ekonomi, dalam itu dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-

Bagarah ayat 29 yang berbunyi seperti berikut:

ggg}g_‘,pé;w\‘;\ﬁw\emu&ﬂ\@ueﬁ@@\ﬁ
quﬂc;@»d&}%}uw

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakany langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia
Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 29

1 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), him. 1.

2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung:CV. Haekal Media
Centre,2007), him. 5.



Berdasarkan pandangan dalam Islam mengenai ayat tersebut dan
keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi dapat diketahui bahwa pemilik
mutlak dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta benda adalah
milik Allah SWT. Kepemilikan manusia hanya bersifat sementara, dan hanya
sebatas untuk melaksanakan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan

sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT dan tidak lebih.

Kemudian apabila dilihat dari konsep harta dan uang dalam Islam, maka
perlu diatur tentang kepemilikan harta dan uang dalam Islam oleh lembaga
keuangan yang menerapkan prinsip syariah, yang sekarang ini dikenal dengan
lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tersebut digunakan
untuk membangun aktivitas ekonomi. Keberadaan keuangan lembaga dalam
Islam sangat fatal karena kegiatan bisnis dan ekonomi tidak akan berjalan tanpa

adanya lembaga keuangan?®, seperti lembaga syariah atau perbankan syariah.

Pengertian bank syariah dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang
Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah™*

3 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
him. 31.

4 Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008



Bank menurut prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan
Bank Permbiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai prinsip-
prinsip syariah Islam. Dengan kata lain yaitu bank yang tata cara
operasionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-Qur’an dan al-
Hadits). Dalam tata cara tersebut, bank tersebut menjauhi praktik-praktik yang
mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan kegiatan-kegiatan investasi

atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.®

Menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, menyebutkan
“Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.’”®

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang membahas mengenai jenis
dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank
syariah dan unit usaha syariah dapat diketahui jenis kegiatan usaha/produk
perbankan syariah di Indonesia cukup bervariasi, antara lain produk

pendanaan, produk pembiayaan, dan jasa perbankan.’

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia ini
sangat bervariasi dan beragam, baik untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun

kebutuhan secara pribadi. Akad yang digunakan dalam produk-produk

5 H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 39.
6 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
" Bab IV Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008



pembiayaan sebagian besar menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan

musyarakah.

Menurut Undang-Undang yang sudah dibahas diatas pada dasarnya tidak
menggunakan istilah kredit sebagaimana yang digunakan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, tetapi menggunakan istilah pembiayaan
sebagai padanan kata kredit dalam sistem lembaga keuangan syariah.® Namun
dalam beberapa keadaan dan tidak dapat dihindari istilah kredit terkadang

masih digunakan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan
dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana (debitur). Pembiayaan
sangat bermanfaat bagi bank syariah, debitur, dan pemerintah. Pembiayaan
memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainya yang

dilakukan oleh bank syariah.®

Dalam produk pembiayaan pada bank syariah, jaminan adalah salah satu
dari syarat untuk mengajukan produk pembiayaan di bank syariah tersebut.
Barang jaminan menurut tujuannya bukan untuk dimiliki oleh pihak bank tetapi
karena adanya perjanjian utang piutang antara pihak bank dengan pihak
debitur, dan bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak

milik atas barang yang menjadi jaminan.

8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
® Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 105.



Jaminan ini diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik
bersifat perorangan maupun jaminan perusahaan. Jaminan secara sempit hanya
agunan saja yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan
agunan pokok adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan
fasilitas pembiayaan, dan agunan tambahan merupakan barang-barang lain

yang tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Jaminan dalam konsepsi ekonomi syariah ini bermula dari konsep rahn
(gadai) dan kafalah, dimana ditafsirkan dari dalil nagli dalam Al-Qur’an dan
Hadits. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 283

yang berbunyi:

Wiy oKL Gl (8 A 5383 (a3 LS gmeb\)muhe*ﬁub‘
' ' Al Gl A B85 LA 35
Mvﬁhu,sauw\,%jﬁ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunaiy sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnyay dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksiy menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Bagarah : 283)!°

Kata dalam ayat tersebut diartikan sebagai maka hendaklah ada barang

tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan magbudah yang artinya yang

10 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung:CV. Haekal Media Centre,
2007), him. 49.



dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu
pengertian bahwa barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang

meminjamkan uang sebagai pengikat diantara keduanya.

Barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utang dengan cara
yang sudah ditentukan oleh peraturan negara yang berlaku, salah satunya yaitu
barang jaminan dijual secara lelang. Hasil dari penjualan lelang tersebut
digunakan untuk melunasi utang pihak debitur kepada pihak bank. Apabila
terdapat kelebihan dari penjualan lelang tersebut, maka akan dikembalikan

kepada pihak debitur.

Dalam rangka pengajuan produk pembiayaan terkait dengan penyerahan
barang jaminan oleh pihak (calon) debitur, pihak bank kemudian akan
melakukan penilaian (appraisal, selanjutnya disebut penilaian) terhadap

barang jaminan tersebut.

Kutipan penjelasan atas Undang-Undang tentang Perbankan Syariah
mengenai penilaian menyebutkan:

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau
UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai
dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain,
surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan
tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah
Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya,
Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran
kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS vyang
bersangkutan.!

11 pasal 23 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008



Penilaian dilakukan dengan membuat laporan penilaian yang kemudian
digunakan untuk menganalisis pembiayaan karena semua pemberian produk
pembiayaan harus disertai dengan analisis pembiayaan, hal itu dilakukan untuk
memenuhi ketentuan peraturan internal pihak bank. Setelah barang jaminan
diproses melalui penilaian, tahap selanjutnya adalah menunggu keputusan dari
pihak bank, untuk mengetahui pengajuan produk pembiayaan tersebut diterima

atau ditolak.

Dari praktik produk pembiayaan yang sudah ada pada pihak bank tersebut
dapat diketahui bahwa tidak semua pengajuan produk pembiayaan dapat
disetujui, salah satunya dikarenakan tidak semua jenis atau bentuk objek
barang jaminan pembiayaan dapat diterima oleh pihak bank dalam rangka

kegiatan pembiayaan bank tersebut.

Beberapa bank juga menetapkan secara tegas jenis objek jaminan yang
tidak dapat diterima oleh bank tersebut, misalnya berupa barang persediaan,
tanah yang belum bersertifikat, saham, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut
ditetapkan oleh pihak bank berdasarkan alasan-alasan tertentu dengan
meninjau kepentingannya, antara lain yaitu berupa kemudahan pengikatan,
kepastian nilai (harga) dari barang jaminan pembiayaan, kemudahan pencairan
barang jaminan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan, dan lain

sebagainya.

Apabila pembiayaan yang diberikan berjalan lancar dan debitur dapat

melunasi sesuai dengan yang ada dalam akad (perjanjian) pembiayaan maka



hubungan usaha antara pihak debitur dengan pihak bank akan berakhir, karena

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dipenuhi.

Proses analisis dan pengawasan pada pembiayaan bermasalah harus
dilakukan oleh suatu lembaga keuangan. Pembiayaan yang digolongkan
bermasalah dapat dilihat dari penetapan kualitas kredit (kolektibilitas kredit)

berikut;12

Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan/atau bunga.

Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan
pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan
pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 120 hari.
Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.

Macet (Kolektibiltas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok

dan/atau bunga di atas 180 hari.

Sebuah lembaga keuangan harus bisa menangani hal tersebut karena untuk

menilai sehat atau tidaknya suatu lembaga keuangan, salah satunya dapat

12 |katan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, Memahami Bisnis Bank,
Modul Sertifikasi Tingkat | General Banking, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), him.

125.



dilihat melalui Non Performing Finance (NPF) atau pinjaman pembiayaan

yang tidak produktif dari lembaga keuangan tersebut.

Pembiayaan yang dijaminkan tersebut apabila pihak debitur tidak mampu
lagi membayarnya dan terjadi karena adanya pelanggaran atau cidera janji
(selanjutnya disebut wanprestasi), kemudian pembiayaan tersebut menjadi
bermasalah. Pihak bank yang tidak mau dirugikan akan mengambil pelunasan
utang pihak debitur dengan cara mengeksekusi jaminan pembiayaan tersebut.
Hal itu dilakukan salah satunya dengan cara melelang barang jaminan tersebut,

lelang dilakukan agar pihak debitur juga tidak merasa terlalu dirugikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan
lelang disampaikan bahwa “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka
untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang

didahului dengan Pengumuman Lelang.”**

Jual beli dengan cara lelang dalam figh disebut juga dengan Bai’
Muza’yadah. Muza’yadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual
menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para
pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga

yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli

13 |ggi H. Achsien, Investasi Syariah, (Jakarta:PT Grafindo Pustaka Utama,2003), him.10-11.
14 pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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tersebut mengambil barang dari penjual.’® Menurut prinsip Islam

diperbolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang.

Lelang mengenai sitaan barang jaminan bank syariah ini adalah lelang
eksekusi hak tanggungan, yang termasuk dalam jenis lelang eksekusi. “Lelang
Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan
pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”®® termasuk
dalam lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang
harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang eksekusi
barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara,

lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
yang membahas mengenai jaminan bank atas kredit (bermasalah), yaitu
“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

tersebut.”?’

Dalam perubahan substansial Peraturan Menteri Keuangan disebutkan

bahwa dalam hal kreditor merupakan lembaga yang menerapkan prinsip

15 Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib Al-Arba’ah Juz. II , (Beirut Libanon,
1992), him. 257.

16 pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
17 pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996
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syariah, jika permohonan lelang diajukan melalui mekanisme fiat eksekusi
pengadilan (eksekusi berdasarkan putusan pengadilan), maka yang berwenang
adalah pengadilan agama.'® Hal tersebut dilakukan karena pengadilan agama
lebih mengetahui tentang prinsip syariah dibandingkan dengan pengadilan

negara dan pengadilan niaga (khusus).

Pelaksanaan lelang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk mengenai nilai limit. Nilai
limit sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk
pelaksanaan lelang adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan

ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.®

Pemilik barang yang dimaksud disini adalah pihak bank, karena barang
jaminan tersebut statusnya sudah menjadi milik bank yang diakibatkan pihak
debitur mempunyai pembiayaan (kredit) bermasalah atau melakukan

wanprestasi (pelanggaran) dengan tidak melunasi pembiayaan tersebut.

Nilai limit tersebut bersifat tidak rahasia. Hal itu terdapat pada Peraturan
Menteri Keuangan yang juga membahas bahwa untuk lelang eksekusi, nilai

Limit harus dicantumkan dalam pengumuman lelang tersebut.?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan

lelang disampaikan bahwa “Nilai Limit dibuat secara tertulis dan diserahkan

18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
19 pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
20 pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan Nmor. 27/PMK.06/2016
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oleh Penjual kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pengumuman
lelang, atau sebelum Lelang dimulai dalam hal Nilai Limit tidak dicantumkan

dalam pengumuman lelang.”?

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis berusaha untuk
menganalisis hal tersebut menurut perspektif ekonomi syariah dan teori-teori
yang ada seperti teori penilaian, teori lelang mengenai lelang eksekusi UUHT
yang dilaksanakan, serta mengimplementasi mekanisme penyelesaian
pembiayaan bermasalah sehingga menginspirasi penulis untuk melakukan
penelitian  yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi di Bank Syariah Bukopin KC

Sidoarjo”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis
mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

a. Penilaian terhadap AYDA oleh penilai internal ataupun independen

21 Pasal 48 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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b. Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin KC
Sidoarjo.

c. Proses terjadinya lelang eksekusi di KPKNL Sidoarjo

2. Batasan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka dilakukan
pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah dan terfokus. Penelitian
ini difokuskan pada mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
melalui lelang eksekusi. Sehingga output yang diharapkan adalah
implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah
Bukopin KC Sidoarjo dan penyelesaiannya melalui lelang eksekusi yang

dilakukan melalui KPKNL Sidoarjo.

Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam batasan masalah diatas, bahwa

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin
KC Sidoarjo ?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui

lelang eksekusi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo ?

Kajian Pustaka
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Dalam topik penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang
sedikit banyak saling berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Topik
penelitian ini adalah mengenai mekanisme penentuan nilai limit dalam lelang
eksekusi terhadap pembiayaan bermasalah. Beberapa penelitian yang terkait
adalah penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Zumrotul Malikah dengan judul
“Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam” yang menjelaskan mengenai
analisis konsep harga dalam lelang yang dilihat menurut perspektif Islam

dengan menggunakan teori harga menurut Islam.

Selain itu ada pula penelitian (tesis) yang ditulis oleh Laila Widiastuti, S.H.
dengan judul “Tanggung Jawab Penilai Dalam Menentukan Harga Limit Pada
Obyek Hak Tanggungan Dalam Lelang Eksekusi”. Dalam penelitian tersebut
membahas mengenai bagaimana penilai (appraisal) dalam menentukan nilai

limit hak tanggungan yang akan dilelang.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian (tesis) yang ditulis oleh
Wahyuni Aslamiyah dengan judul “Keabsahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi
Yang Dilakukan Berulang Kali Dengan Harga Limit Yang Semakin Menurun”.
Dalam penelitian tersebut membahas mengenai nilai limit yang semakin lama
semakin menurun karena lelang yang dilakukan berulang kali. Salah satu
penyebabnya yaitu karena nilai limit yang dipatok terlalu tinggi sehingga
membuat calon pembeli tidak tertarik dengan barang yang ditawarkan dalam

lelang tersebut.
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Kemudian penelitian (tugas akhir) yang ditulis oleh Muhammad Miridho
dengan judul “Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Pembiayaan
Murabahah Bermasalah (Studi Kasus pada Produk Pembiayaan Griya iB
Hasanah BNI Syariah Cabang Pekalongan)”. Dalam penelitian tersebut
menjelaskan tentang prosedur mengajukan pembiayaan dan upaya
penyelesaian mengenai hak tanggunggan pembiayaan murabahah bermasalah
yang terdapat di bank BNI syariah cabang pekalongan.

Dan penelitian (skripsi) yang ditulis oleh Emma Ayu Fitriana dengan judul
“Penelitian Jaminan Properti (Studi Pada Bank Tabungan Negara Kantor
Cabang Pembantu Syariah Ciputat Tangerang Selatan)”. Dalam penelitian
tersebut menjelaskan mengenai penilaian barang jaminan yang berupa properti,
khususnya penilaian barang jaminan properti yang terdapat di BTN syariah.
Serta menjelaskan mengenai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), alasan bank
menggunakan penilai (appraisal) eksternal untuk menilai barang jaminan bank
BTN syariah tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, diharapkan melalui
penelitian ini dapat diperoleh analisis mengenai nilai limit dalam lelang
eksekusi terhadap pembiayaan bermasalah menurut perspektif ekonomi

syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:
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1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di
Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah

melalui lelang eksekusi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan

kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Bagi penulis, penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengetahui
tentang mekanisme penentuan nilai limit dalam lelang eksekusi, serta
mengenai bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah melalui
lelang barang jaminan tersebut.
2. Kegunaan Praktis
Bagi penulis, penelitian ini secara praktis merupakan upaya
mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dan untuk mengasah
kemampuan memecahkan fenomena sosial ekonomi yang terjadi
dimasyarakat. Kemudian bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi salah satu tambahan informasi, masukan maupun bahan
perbandingan bagi pihak yang bersangkutan apabila tertarik pada masalah

yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

G. Definisi Operasional
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Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, penulis mendefinisikan beberapa
istilah dalam penelitian agar lebih memudahkan dalam memahami laporan
penelitian ini yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo”,

antara lain:

1. Lelang Eksekusi
Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lelang barang, yang
pembahasannya lebih difokuskan pada lelang eksekusi. Lelang ini
dilakukan oleh pemerintah melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang, selanjutnya disebut KPKNL). Pada penelitian ini,
penulis berusaha menganalisis konsep dan alur pelaksanaan lelang.
2. Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah ini terjadi apabila pihak debitur tidak lagi
mampu membayar kepada pihak bank atau dengan adanya wanprestasi dari
pihak debitur kepada pihak bank. Dari pembiayaan bermasalah inilah
barang jaminan debitur tersebut dapat dilelang untuk melunasi pembiayaan
tersebut. Pada penelitian ini, penulis berusaha menganalisis cara
penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kemudian diproses melalui

lelang.

H. Metode Penelitian
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Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar sksipsi ini dapat
tersusun secara sistematis, jelas, dan benar, maka perlu dijelaskan tentang

metode penelitian sebagai berikut:

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat
memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan
dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode
penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain

penelitian yang digunakan.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita
empirik dengan teori yang berlaku dengan metode diskriptif.

Menurut Keirl dan Miller dalam moleong, yang dimaksut dengan
penelitian kualitatif afalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia,
kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

bahasannya dan peristilahannya.

2. Sumber Data
Adapun sumber data yang diperlukan untuk menulis skripsi yang
berkaitan dengan penelitian diperoleh melalui:

a. Sumber Data Primer
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Sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan
masalah yang dibahas dan diperoleh dilapangan.?? Sumber primer ini
diperoleh melalui wawancara kepada pihak internal Bank Syariah
Bukopin KC Sidoarjo termasuk staf pembiayaan yang dianggap dapat
memberikan informasi prosedur pembiayaan, aspek-aspek penilaian
jaminan pembiayaan serta strategi dalam menganalisis pembiayaan dan
mengenai pembiayaan (kredit) dalam bank tersebut. Dan juga melalui
wawancara kepada pihak internal KPKNL Sidoarjo yaitu pejabat lelang
kelas | mengenai lelang. Penulis juga mengikuti lelang yang sedang
terjadi untuk mengobservasi hal-hal yang diperlukan dalam penelitian
ini.

b. Sumber Data Sekunder

Selain melalui sumber data primer penulis juga membutuhkan
data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, karya
ilmiah, website dan Undang-Undang serta peraturan yang berkaitan
mengenai penelitian ini, seperti contohnya yaitu buku yang berjudul
Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis
karya Gatot Supramono. Kemudian buku karya M. Bahsan yang
berjudul Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,
dan buku karya Hartono dan Lambang Adiatma yang berjudul

Mengenal Penilaian dan Profesinya.

22 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997), him. 116
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Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang dipakai yaitu UU
Nomor 21 Tahun 2008.

b. Undang-Undang Hak Tanggungan, yang dipakai yaitu UU Nomor
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 Tentang
Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang

e. Datadan informasi mengenai lelang, www.djkn.kemenkeu.go.id dan

www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan beberapa metode yakni:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu
pihak internal Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dengan Bapak Mudji
Utomo dari bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan
(RPP), Mbak Nadya Rizky Dahlia dari bagian Account Officer (AO)
dan Narasumber yang tidak berkenan disebut namanya dari bagian

Credit Investigator (CI). Dan juga melalui wawancara kepada pihak


http://www.djkn.kemenkeu.go.id/
http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/
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internal KPKNL Sidoarjo yaitu Bapak Santosa selaku pejabat lelang
kelas | dan pegawai KPKNL Sidoarjo.
b. Dokumentasi
Dokumentasi yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan berbagai
data yang relevan dengan topik penelitian melalui kumpulan dokumen,
jurnal, maupun laporan.
c. Observasi
Observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengikuti kegiatan
lelang yang sedang berlangsung, dengan cara melakukan pengamatan

terhadap lelang yang sedang berlangsung tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga teknis
analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang
bertujuan mengumpulkan data, kemudian diinterpretasikan dari data
tersebut untuk diambil kesimpulan.?®

Teknik analisa penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara
deskriptif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan

informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan

23 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, (Bandung:
Mizan, 1999), him.139
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kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk

kalimat berdasarkan data primer atau sekunder.?*

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang tersusun secara sistematis

yaitu:

Bab 1, Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari sebuah laporan
penelitian yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,
rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
definisi operasional, metode penelitian (data, sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik pengolahan data)

Bab 2, Kajian Pustaka. Bab ini membahas tentang beberapa teori yang
bersangkutan dengan penelitian ini. Seperti teori penilaian, lelang, serta

mengenai pembiayaan bermasalah.

Bab 3, Data Penelitian. Bab ini merupakan bagian yang memuat deskripsi
data mengenai variabel dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi di Bank
Syariah Bukopin KC Sidoarjo”. Penyajian deskripsi data dimuat secara detail

dan lengkap.

24 Hariwijaya, Bisri M. Djaelani, Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Hangar
Creator, 2008), him. 29
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Bab 4, Analisis Data. Bab analisis data merupakan bagian yang memuat
analisis data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan sebagai
jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai mekanisme
penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelang eksekusi di Bank Syariah

Bukopin KC Sidoarjo.

Bab 5, Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atas
permasalahan pada rumusan masalah tanpa adanya pembahasan diluar hal
tersebut. Pada bagian ini juga terdapat saran dari peneliti. Saran yang diberikan

sesuai dengan pokok dan inti permasalahan yang bersifat membangun.



BAB Il

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI LELANG
EKSEKUSI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertin Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah
terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi
kewajibannya kepada pihak kreditur.?® Menurut Dendyawijaya,
pembiayaan bermasalah adalah “pembiayaan-pembiayaan yang kategori
kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar,

pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.?

Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut
biasa dikenal dengan nama Non Performing Finance (NPF) atau
pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk
menilai Kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang
pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah
jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu
sangat diragukan. Non Performing Finance (NPF) secara luas dapat

didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang

%5 Nur Inayah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di
BMT Bina Thsanul Fikri Yogyakarta”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, him 16.
% |_ukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2005, him 82.

24
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dilakukan tersendatsendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang
ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan

tidak dapat ditagih.?’

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ini bermula dari
pihak debitur yang tidak mampu lagi membayar atau melunasi pembiayaan
yang dilakukan dan hal tersebut menyebabkan adanya pelanggaran atau

cidera janji (selanjutnya disebut wanprestasi).

2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah
Penggolongan kolektibilitas kredit (kualitas kredit) berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank
Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa kualitas aktiva
produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.?®
Kolektibilitas kredit (kualitas kredit) pada debitur digolongkan sebagai
berikut:?®
a. Pembiayaan Lancar (Pass)
Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:
e Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu

e Memiliki mutasi rekening yang aktif

27 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000)

28 pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011

2 Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi. Ed. 1 cet.
1, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, him. 74
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Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

(cash collateral)

b. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam

perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang
belum melampaui 90 hari

Kadang-kadang terjadi cerukan

Mutasi rekening relatif aktif

Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang Lancar (Sub-Standard)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar

apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 90 hari

Sering terjadi cerukan

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih
dari 90 hari

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan (Doubtful)
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Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
e Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 180 hari
e Terjadi cerukan bersifat permanen
e Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
e Terjadi kapitalisasi bunga
e Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian
pembiayaan maupun pengikatan jaminan
e. Macet (Loss)
Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila
memenuhi Kriteria sebagai berikut:
e Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 hari
e Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
e Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat
dicairkan pada nilai wajar
Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas
pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar, diragukan, dan macet,
disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi atau wanprestasi (Non

Performing Finance/NPF)*®

%0 Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara,
2013), him 105
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3. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik
yang berasal dari debitur maupun dari kondisi pihak bank yang memberikan
pembiayaan tersebut.
Dalam praktiknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor
sebagai berikut:3!
a. Faktor Internal (Pihak Perbankan)
Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah
terjadi adalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis dan tahap
pengawasan. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya

pembiayaan bermasalah pada pihak perbankan adalah sebagai berikut:

Kurang pengecekan terhadap profil latar belakang calon debitur

e Kurang menganalisisa maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan
dan sumber pembayaran pembiayaan kembali

e Kurang pemahaman terhadap keuangan yang dibutuhkan dari calon
debitur serta manfaat pembiayaan yang diberikan

e Kurang mahir dan cekatan dalam menganalisia laporan keuangan
calon debitur

e Kurang lengkap dan terperinci dalam mencantumkan syarat-syarat
yang diperlukan

e Terlalu agresif dan terburu-buru

e Pemberian kelonggaran pembayaran terlalu banyak

31 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him 96
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Kurangnya pengalaman account officer dalam melaksanakan tugas-
tugasnya

Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon
debitur karena berbagai alasan

Keyakinan yang berlebihan

Kurang mengadakan review dan menganalisa laporan

Kurang mengadakan kunjungan atau survei ke lokasi debitur
Kurang mengadakan kontak atau komunikasi dengan debitur
Pengikatan agunan kurang sempurna

Adanya kepentingan pribadi pihak bank atau account officer

Tidak menerapkan kebijakan dalam pembiayaan yang sehat

Sikap terlalu memudahkan, dari pejabat bank atau account officer

. Faktor Eksternal (Pihak Debitur)

Dari faktor eksternal pihak debitur pada pembiayaan bermasalah

terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

Debitur tidak kompeten dalam menjalankan usahanya

Debitur tidak atau kurangnya pengalaman

Debitur kurang memberikan dan memaksimalkan waktu untuk
usahanya

Debitur sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah
diterima

Debitur tidak ingin mengambil risiko

Debitur tidak jujur
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e Debitur serakah
e Kondisi perekonomian
e Bencana alam

e Perubahan kebijakan peraturan pemerintah

B. AYDA (Agunan Yang Diambil Alih)

Agunan Yang Diambil Alih atau Aset Yang Diambil Alih disebut juga
dengan AYDA (selanjutnya disebut dengan AYDA). Menurut Pedoman
Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) disebutkan bahwa “Agunan
yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang
diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan
berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan
kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak
memenuhi kewajibannya kepada Bank”.®? Selanjutnya menurut Peraturan
Bank Indonesia (PBI), AYDA adalah “sebagian atau seluruh agunan yang
dibeli Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan
penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa
untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan
kembali.”33

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat diketahui

bahwa bank dapat mengambilalih jaminan yang diserahkan pada saat akan

32 Bagian X Butir X.3 Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013
33 Pasal 1 Ayat 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI1/2011
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melakukan pembiayaan dalam rangka penyelesaian pembiayaan, namun
pengambilalihan jaminan ini hanya dapat dilakukan apabila penetapan kualitas
kredit debitur berada pada kolektibilitas 5 atau macet.3* AYDA kemudian
wajib dicairkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
pengambilalihan, dan bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA
tersebut.®

Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar
net realizable value. Penetapan net realizable value tersebut wajib dilakukan
oleh penilai independen apabila AYDA tersebut nilainya Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) atau lebih. Maksimum net realizable value adalah sebesar
nilai pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA.
Kualitas Aktiva Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai
berikut:®

1. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau

2. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Bank kemudian berhak untuk menjual AYDA dengan melakukan
penjualan yang dilakukan sendiri (penjualan dibawah tangan), eksekusi melalui
lelang secara langsung (parate eksekusi) atau fiat eksekusi melalui pengadilan

agama (titel eksekutorial).?”

34 pasal 32 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PB1/2011
3 pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PB1/2011
36 pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PB1/2011
37 pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996
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Berikut beberapa faktor-faktor penyebab penyelesaian pembiayaan bermasalah
melalui AYDA antara lain yaitu:3®

1. Pengambilalihan asset debitr (AYDA) berupa tanah dan bangunan harus

dilakukan apabila kredit sudah masuk ke dalam kategori kredit macet

2. Debitor tidak mempunyai kemampuan membayar

3. Hilangnya pekerjanan debitor

4. Debitor selalu ingkar dan tidak kooperatif dalam pembayaran

5. Tidak ada iktikad baik dalam pembayaran

6. Debitor hanya sebagai atas nama, dan pemakai kredit tidak diketahui

keberadaanya.

C. Penilaian (Appraisal)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penilaian Barang Sitaan
Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang, penilaian (appraisal) adalah proses
kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada
saat tertentu.>® Penilaian juga bisa diartikan sebagai proses pekerjaan profesi
penilai untuk memberikan suatu opini nilai ekonomi atas suatu harta baik

berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-

3 Sumartik, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama Sidoarjo”, Jurnal [lmu Ekonomi, Manajemen, dan
Akuntansi, No. 1 Vol. 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
2016, him. 89.

39 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016
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fakta yang objektif dan relevan dengan mengunakan metode dan prinsip-prinsip
penilaian yang berlaku.*

Profesi penilai di Indonesia mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia
(SPI1), Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan hal lainnya yang terkait
dengan kegiatan penilaian sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
Penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai harta barang
jaminan yang nantinya akan dilelang, hal itu dibutuhkan untuk mendapatkan
nilai limit dalam lelang.

Secara profesi, penilai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penilai internal dan
penilai independen. Penilai internal terdiri dari penilai pemerintah dan penilai
non pemerintah (swasta). Penilai pemerintah pun dibagi kembali berdasarkan
instansi yaitu penilai DJKN yang berasal dari Direktorat Jenderal Keuangan
Negara (DJKN) dan penilai PBB yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Sedangkan penilai non pemerintah sendiri berasal dari instansi
perbankan, pengembang properti, konsultan properti serta agen properti.
Penilai independen yaitu terdiri dari penilai publik yang berasal dari KJPP
(Kantor Jasa Penilai Publik).

Selain itu bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA
tersebut sebelum dilakukan lelang. Hal itu dilakukan pada saat
pengambilalihan agunan karena debitur yang melakukan wanprestasi.

Penilaian kembali tersebut dapat dilakukan oleh penilai internal bank, untuk

40 Hartono dan Lambang Adiatma, Mengenal Penilaian dan Profesinya, (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2010), him. 1.
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nilai AYDA yang kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), apabila
nilai AYDA lebih dari angka tersebut maka penilaian wajib dilakukan oleh
penilai independen. Penilai independen yang dimaksud disini adalah penilai
public yang berasal dari KIJPP dengan syarat salah satunya tidak merupakan
pihak terkait dengan bank dan bukan merupakan kelompok peminjam dengan
debitur bank tersebut.*!

Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 366, Dasar Penilaian yang
digunakan pada penilaian untuk tujuan lelang sebagaimana dimaksud dalam
standar ini adalah nilai pasar dan nilai likuidasi. Penjual dapat menentukan nilai
pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif
terakhir (batas bawah) untuk menetapkan nilai limit.

Dalam menentukan nilai pasar atau nilai likuidasi, penilai perlu
menggunakan analisis atau opini waktu eksposur (exposure time) yang dapat
direalisasi terhadap kondisi kedua nilai yang diopinikan. Hal tersebut
bergantung pada kondisi pasar yang tidak menentu atau berubah signifikan
dalam waktu singkat, maka penjual perlu dipertimbangkan kembali. Dalam
keadaan pasar yang tidak menentu, diperlukan kehati-hatian dari penilai untuk
menganalisis penilaian yang dilakukan. Kondisi pasar sebagaimana yang
dimaksud sebelumnya dapat diantisipasi oleh penilai dengan menyarankan
pemberi tugas untuk meninjau kembali setiap hasil penilaian dalam kondisi

tersebut.*?

41 pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI1/2005
42 Standar Penilaian Indonesia 366 (SPI 366) Penilaian Untuk Tujuan Lelang
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D. Lelang®

1. Pengertian Lelang
Kata lelang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu auction
yang berasal dari bahasa latin augere/auctus yang artinya meningkat
(augment/to increase).** Lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah “Penjualan barang yang
terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan
yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi,

yang didahului dengan Pengumuman Lelang”.*®

Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3

atau Undang-Undang Lelang juga menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “penjualan umum” (openbare verkopingen) adalah
pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada
umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau
dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-
orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai

pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan

43 Santosa, Pejabat Lelang Kelas I, Wawancara, Sidoarjo, 6 Maret 2018

4 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html, diakses pada 5
Desember 2017

4 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html
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diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang

ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.*®

Pengertian lelang juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang
Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan “Setiap
penjualan di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau

tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.*"\

Perlu diketahui lelang berbeda dengan pengadaan barang dan jasa, atau
yang biasa disebut dengan tender. Hal itu dapat dilihat dari batasan
pengertian lelang dari Unit Lelang Negara bahwa pengertian lelang itu
hanya pada pelayanan penjualan barang di muka umum saja, sedangkan
lelang pengadaan barang/jasa pemborongan proyek/pekerjaan yang Kita

kenal dengan tender tidak termasuk dalam katagori lelang ini.

Selain adanya nilai limit dalam lelang, terdapat juga uang jaminan
penawaran lelang, harga lelang, pokok lelang, harga bersih lelang,

kewajiban pembayaran lelang dan bea lelang.

Uang jaminan penawaran lelang adalah “Sejumlah uang yang disetor
kepada Bendahara Penerimaan KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat

Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat

4 pasal 1 Vendu-regl. Ib, 94.5

47 pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997
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menjadi Peserta Lelang”.*® Uang jaminan tersebut adalah salah satu
persyaratan dalam mengikuti lelang, dimana peserta diperbolehkan
menawar apabila sudah memberikan uang jaminan. Apabila peserta tidak
memenangkan lelang tersebut, uang jaminan yang sebelumnya diberikan
kemudian dikembalikan lagi kepada peserta tersebut tanpa potongan

apapun.

Kemudian yang dimaksud dengan harga lelang adalah “Harga
penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang telah disahkan
sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang”.*® Sedangkan pokok lelang
adalah “Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam
lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara ekslusif atau
Harga Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang

diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif”.>

Selanjutnya hasil bersih lelang adalah “Pokok Lelang dikurangi Bea
Lelang Penjual dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan (PPh Final) dalam lelang dengan
penawaran harga lelang ekslusif, dalam lelang dengan penawaran harga

inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli”.>!

48 Pasal 1 Angka 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
49 Pasal 1 Angka 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
%0 pasal 1 Angka 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
51 Pasal 1 Angka 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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Sedangkan kewajiban pembayaran lelang adalah “Harga yang harus

dibayar oleh Pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi Pokok Lelang

dan Bea Lelang Pembeli”.>® Dan yang dimaksud dengan bea lelang adalah

“Bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada

penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.>

2. Dasar Hukum Lelang

Berikut beberapa dasar hukum mengenai lelang di Indonesia:

a.

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari
1908 Staatsblad tahun 1908 Nomor : 189 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Staatsblad tahun 1941 Nomor : 3)
Instruksi Lelang (Vendu Instructie yang dimuat dalam Staatsblad tahun
1908 Nomor : 190, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad tahun 1930 Nomor : 85)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Staatsblad 1847 Nomor 23

Reglement Indonesia yang diperbaharui atau RIB (Het Herziene
Indonesisch Reglement atau HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menggantikan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013

52 Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
%3 Pasal 1 Angka 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 Tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan ~ Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas |

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 Tentang
Petunjuk Pejabat Lelang Kelas Il yang menggantikan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013.

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang
Perubahan = Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan ~ Nomor
176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang.

i. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017

Tentang Risalah Lelang

3. Jenis —Jenis Lelang
Berdasarkan dengan isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat diketahui berbagai
macam jenis-jenis lelang, dalam peraturan menteri keuangan tersebut
disebutkan bahwa jenis-jenis lelang dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari
Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi

Sukarela.>

a. Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi memiliki definisi yaitu lelang yang dilakukan

untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-

% Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.® Dengan kata lain

lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel

eksekutorial.

Lelang Eksekusi terdiri dari:>®

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Lelang Eksekusi Pengadilan

Lelang Eksekusi Pajak

Lelang Eksekusi Harta Pailit

Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lelang Eksekusi Barang Rampasan

Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia

Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau
Barang Yang Dikuasai Negara Eks Kepabeanan dan Cukai

Lelang Eksekusi Barang Temuan

Lelang Eksekusi Gadai

Lelang Eksekusi Barang Rampasan Yang Berasal Dari Benda Sitaan
Pasal 1 8 Angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

%5 Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
%6 Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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e Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UndangUndang

Nomor 20 Tahun 2001

Lelang Eksekusi Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

b. Lelang Non Eksekusi Wajib

Definisi dari lelang non eksekusi wajib yaitu lelang yang dilakukan

untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-

undangan diharuskan dijual secara lelang.>” Lelang non eksekusi wajib

ini kebanyakan melelang barang milik negara atau pemerintah

(biasanya BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS).

Lelang Non Eksekusi Wajib terdiri dari:®8

Lelang Barang Milik Negara/Daerah

Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah

Lelang Barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Lelang Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks
Kepabeanan Dan Cukai

Lelang Barang Gratifikasi

Lelang Aset Properti Bongkaran Barang Milik Negara Karena
Perbaikan

Lelang Aset Tetap Dan Barang Jaminan Diambil Alih Eks Bank

Dalam Likuidasi

5" Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
%8 Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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e Lelang Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset
e Lelang Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
e Lelang Balai Barta Peninggalan Atas Harta Peninggalan Tidak
Terurus Dan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir
e Lelang Aset Bank Indonesia
e Lelang Kayu Dan Hasil Hutan Lainnya Dari Tangan Pertama
¢ Lelang Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
c. Lelang Non Eksekusi Sukarela
Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik
swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara
sukarela. Bisa juga diartikan dengan lelang yang dilaksanakan untuk
penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan

swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya.

Lelang Non Eksekusi Sukarela terdiri dari:®°

e Lelang Barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah Berbentuk
Persero

¢ Lelang Harta Milik Bank Dalam Likuidasi Kecuali Ditentukan Lain
Oleh Peraturan Perundang-Undangan

e Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing

e Lelang Barang Milik Perorangan Atau Badan Usaha Swasta

%9 Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
60 pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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4. Subyek dan Penyelenggara Lelang
a. Pejabat Lelang

Pejabat lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan adalah
orang Yyang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi
wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
Istilah pejabat lelang sendiri merupakan terjemahan yang berasal dari
kata vendumeester atau auctioneer, yang memiliki arti juru lelang.

Setiap penjualan barang secara lelang harus dilakukan oleh
dan/atau dihadapan pejabat lelang. Hal ini disebutkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 pada pasal 2 dan Vendu
Reglement pasal la. Disebutkan juga apabila melanggar ketentuan
pasal tersebut maka akan didenda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu
gulden dan tindak pidananya dipandang sebagai pelanggaran, namun
apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum maka
tuntutan pidana akan diajukan dan hukuman akan dijatuhkan terhadap
anggota-anggota pengurusnya yang ada di Indonesia atau jika anggota-
anggota itu tidak ada maka dijatuhkan pada wakil-wakil badan hukum
itu di Indonesia. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap badan-badan
hukum yang bertindak sebagai pengurus atau sebagai wakil badan
hukum lain.

Tugas pejabat lelang sendiri meliputi melaksanakan persiapan
lelang, melaksanakan lelang, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

timbul pada pasca lelang. Dalam peraturan yang diatur oleh Peraturan
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Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 pada pasal 9 dan Vendu
Reglement pasal 3 menyebutkan pejabat lelang terbagi menjadi 2 (dua)
kelas, yaitu pejabat lelang kelas | dan pejabat lelang kelas II.

Pejabat lelang kelas | adalah pejabat lelang yang merupakan
pegawai Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) dan berwenang
untuk melaksanakan lelang yang terkait dengan kewenangan publik dan
kewenangan privat, atau semua jenis lelang (lelang eksekusi, lelang non
eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela) atas permohonan
penjual/pemilik barang. Peraturan mengenai pejabat lelang kelas |
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I.

Sedangkan pejabat lelang kelas 11 ialah pejabat lelang swasta yang
berwenang melaksanakan lelang yang terkait dengan kewenangan
privat atau lelang non eksekusi sukarela atas permohonan balai lelang
atau penjual/pemilik barang. Peraturan mengenai pejabat lelang kelas 11
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017
Tentang Petunjuk Pejabat Lelang Kelas IlI yang menggantikan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013.

Penjual dan Pembeli Lelang
Penjual atau pemohon lelang sebagaimana yang dimaksud dalam

peraturan menteri keuangan adalah orang, badan hukum atau badan
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usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.

Pembeli atau pemenang lelang adalah orang atau badan hukum atau
badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan
sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.

Pembeli lelang berbeda dengan peserta lelang, hal itu dapat dilihat
dari pengertian peserta lelang yaitu orang atau badan hukum atau badan
usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Peserta
lelang belum tentu menjadi pembeli karena hanya satu yang dapat

menjadi pembeli lelang.

Pengawas Lelang (Superintenden)

Kata pengawas lelang merupakan terjemahan dari istilah
Superintenden. Definisi pengawas lelang yaitu pejabat yang diberi
kewenangan oleh menteri untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada pejabat lelang.

Pengawas lelang melakukan pemeriksaan secara langsung dan
tidak langsung. Kegiatan pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh
pengawas lelang terhadap pejabat lelang dalam rangka pembinaan dan
pengawasan, sedangkan pemeriksaan tidak langsung yaitu pemeriksaan
terhadap dokumen lelang dan laporan kegiatan pejabat lelang serta data

lainnya.
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d. Pemandu Lelang (Afslager)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016,
Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu pejabat
lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam pelaksanaan
lelang tersebut. Pemandu lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau
dari luar pegawai DJKN.5!

e. Penyelenggara Lelang

Penyelenggara lelang yaitu KPKNL atau balai lelang yang
menyelenggarakan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran
peserta lelang. Penyelenggara lelang dibedakan berdasarkan kelas dari
pejabat lelang. Penyelenggara lelang dari pejabat lelang kelas | yakni
KPKNL sebagai instansi vertical dari DJKN, sedangkan untuk pejabat
kelas Il dapat melalui balai lelang.

Balai lelang merupakan badan hukum Indonesia berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan
kegiatan usaha di bidang lelang. Peraturan mengenai balai lelang diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor

176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang.

5. Prosedur Lelang
Gambar 2.1

Skema Prosedur Lelang

61 Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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Permohonan Penetapan Pengurmiman N Menyetorkan
Lelang Lelang ’ Lelang Jaminan
¢ d Lelang

Tidak
Lengkap

M
\ b
a
W A Lengkap

Keterangan:

a.

Permohonan lelang yang sudah diajukan kemudian diseleksi oleh
KPKNL, apabila persyaratannya lengkap dan sesuai maka bisa
melanjutkan ke prosedur selanjutnya, namun bila tidak lengkap/sesuai
maka permohonan lelang tersebut tidak dapat dilanjutkan.

KPKNL akan menetapkan jadwal lelang pada pemohon lelang yang
persyaratannya sudah lengkap dan sesuai sebelumnya.

Jadwal lelang tersebut kemudian diumumkan melalui media oleh
pemohon lelang.

Peserta yang berminat mengikuti lelang tersebut kemudian menyetorkan
uang jaminan lelang kepada bank yang telah ditunjuk oleh KPKNL.
Lelang kemudian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan pada pengumuman lelang.

Peserta lelang yang menawar (membeli) dengan harga paling tinggi

kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
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Dari skema tersebut dapat kita ketahui proses terjadinya lelang di
KPKNL. Prosedur awal yaitu setelah Penjual/pemilik barang mengajukan
permohonan lelang kepada KPKNL maka KPKNL akan menyeleksi
persyaratan dari pemohon lelang (penjual/pemilik barang). Apabila
persyaratan tersebut lengkap dan sesuai maka KPKNL akan menetapkan
jadwal lelang, namun bila tidak maka permohonan lelang tersebut tidak
dapat diproses dan dikembalikan kepada pemohon lelang. Setelah KPKNL
menetapkan jadwal lelang, maka lelang tersebut akan diumumkan melalui
media seperti surat kabar oleh pemohon lelang. Peserta yang berminat
mengikuti lelang tersebut kemudian menyetorkan uang jaminan lelang
kepada bank yang telah ditunjuk oleh KPKNL. Setelah itu lelang akan
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada
pengumuman lelang yang sebelumnya telah diumumkan. Bagi peserta
lelang yang menawar (membeli) dengan harga paling tinggi kemudian

ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
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LELANG EKSEKUSI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH ATAS
HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARIAH BUKOPIN KC SIDOARJO

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

1. Sejarah Bank Syariah Bukopin®?

Berdirinya PT. Bank Syariah Bukopin, yang selanjutnya disebut
perseroan, sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah bermula
dari masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin, Tbk yang kemudian
diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang merupakan sebuah
bank konvensional oleh PT. Bank Bukopin, Tbk. Proses akuisisi tersebut
berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT. Bank
Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Bank Swansarindo
Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan Akta
Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, bank tersebut merupakan bank umum yang
memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/
KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin
Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank
Umum dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang

memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor

62 http://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profilperusahaan, diakses pada 25 Mei 2018
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24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha
Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi
Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo
Internasional menjadi PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh
persetujuan dari (Bl) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003,
yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam
perkembangannya PT. Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan
modal dan asistensi oleh PT. Bank Bukopin, Thk pada tahun 2008 setelah
memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan
prinsip syariah, yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank
Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008
tentang Pemberian 1zin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional
Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan
Indonesia Menjadi PT. Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai
efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008.

Kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M.
Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009.
Sampai dengan akhir Desember 2014, perseroan memiliki jaringan kantor
yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7
(tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil

kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27
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(dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank

Bukopin.

2. Profil Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Tabel 3.1

Profil Perusahaan

Subyek Keterangan
Nama Bank Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo
Alamat JI. Raya_ War_u Sidoarjo_Ruko Gateway Blok
Ab-6, Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon 031-8537676
Fax 031-8537677
Homepage www.syariahbukopin.co.id
Email Corsec-syariahbukopin.co.id
Facebook Bank Syariah Bukopin
Twitter -BSyariahBukopin

Tanggal Berdiri

9 Desember 2009

Mulai Beroperasi

9 Desember 2009

Jaringan ATM

Jaringan ATM Meliputi:
ATM Bank Syariah Bukopin
ATM Bank Bukopin

ATM Prima/BCA

Jumlah Pegawai

Sekitar 40 orang

Jam Operasional

Senin-Jumat / 08.00-15.00 WIB

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Bukopin®
Bank Syariah Bukopin sebagai perusahaan jasa perbankan dalam
menjalankan kegiatan usahanya mempunyai visi dan misi yang menjadi
pegangan agar tetap dapat berjalan dan berkembang di bidang usahanya

karena banyak perusahaan kompetitor yang sejenis pula.

83 https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi, diakses pada 25 Mei 2018
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a. Visi
Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik.
b. Misi

e Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.

e Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah.

e Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha
Mikro Kecil & Menengah).

e Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder.

c. Nilai-Nilai Perusahaan:

e Nilai Amanah, senantiasa menjaga kepercyaaan yang diterima dari
perusahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

e Kualitas, senantiasa berupaya secara maksimal dan
berkesinambungan untuk mengembngkan diri meningkatkan mutu
serta kemampuan yang unggul dan selalu memberikan hasil yang
terbaik.

e Peduli, senantiasa memiliki perhatian khusus untuk melayani

dengan hati nurani guna kepentingan stakeholder.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo
Berikut struktur organisasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo

yaitu:

Gambar 3.1
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Pimpinan Cabang, tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan dan
melakukan peningkatan kinerja Cabang untuk mencapai target Cabang
yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.

. Relationship Officer (RO), tugas pokoknya adalah mencari dana
masyarakat dalam bentuk Tabungan Giro Deposito dan memasarkan
produk/jasa Bank kepada masyarakat luas baik secara individu atau

kelompok.

. Account Officer (AO), tugas pokoknya adalah menerima/melayani

permohonan fasilitas pembiayaan dan memproses permohonan sesuai
dengan ketentuan kebijakan pembiayaan Bank Syariah Bukopin,
memenuhi targat market dan mengembangkan produk.

. Customer Service (CS), tugas pokoknya adalah melayani seluruh
permintaan nasabah baik membuka dan menutup rekening Tabungan,
Giro, Deposito, serta menginformasikan produk-produk bank dan
menerima komplain atau keluhan dari nasabah melalui media telepon
atau tertulis.

Teller, tugas pokoknya adalah melayani nasabah untuk menerima dan
membayarkan dananya sesuai dengan limitasi yang diberikan oleh
pejabat yang berwewenang dan sebagai alternative customer service.
Administrasi Pembiayaan, tugas pokoknya adalah melakukan dropping
pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, penurunan outstanding, dan

pelunasan pembiayaan.
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5. Produk dan Jasa Bank Syariah Bukopin

a. Pendanaan®*

Tabungan iB SiAga

Tabungan iB SiAga adalah produk simpanan pada Bank Syariah

Bukopin dalam bentuk mata uang rupiah yang diperuntukkan

perorangan dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu.

e Tabungan SimPel iB
Tabungan SimPel iB adalah produk tabungan untuk pelajar dalam
rangka edukasi perbankan untuk mendorong budaya menabung
sejak usia dini.

e Tabungan iB Multiguna
Tabungan iB Multiguna adalah produk tabungan berjangka dengan
potensi bagi hasil guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan
datang.

e Tabungan iB Pendidikan
Tabungan iB Pendidikan adalah produk tabungan berjangka dengan
potensi bagi hasil guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan
datang.

e Tabungan iB SiAga Bisnis

Tabungan iB SiAga Bisnis adalah produk simpanan yang

diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.

84 https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pendanaan, diakses pada 25 Mei 2018
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e Tabunganku iB
Tabunganku iB adalah produk tabungan untuk perorangan dengan
persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara
bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan
budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e Deposito iB
Deposito iB adalah produk simpanan dalam mata uang rupiah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

e GiroiB
Giro iB adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai alat
pembayaran, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
syarat menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya
atau melalui pemindah bukuan lainnya.

b. Pembiayaan®®

e Mura>bah}ah
Mura>bah}ah adalah produk pembiayaan jual beli dilakukan
dengan rincian harga diawal ditambah dengan keuntungan yang
disepakati.

e Musya>rakah
Musya>rakah adalah produk pembiayaan dengan kerjasama antara

dua belah pihak atau lebih untuk membuka usaha tertentu. Syarat

8 https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan, diakses pada 25 Mei 2018
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dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau
keahlian dan sepakat atas keuntungan dan risiko ditanggung
bersama-sama.

Mud}ha>rabah

Mud}ha>rabah adalah produk pembiayaan dengan kerjasama
antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha. Syarat
dengan pembagian nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati.
Mud}ha>rabah Mugoyyadah

Mud}ha>rabah Muqoyyadah adalah produk pembiayaan dengan
kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh dua jenis usaha, yakni
risiko penempatan dana ditanggung oleh Bank Syariah Bukopin
sebagai excuting agent dan risiko penempatan dana ditanggung oleh
pemilik modal, Bank Syariah Bukopin sebagai channelling agent.
iB Pinjaman Qard}h

iB Pinjaman Qard}h adalah produk pembiayaan dengan pinjam
meminjam dana dengan kelebihan tanpa imbalan.

iB Ististhn>a

iB Istis}hn>a adalah produk pembiayaan suatu barang dalam bentuk
pemesanan dengan kriteria dan persyaratan telah disepakati oleh

nasabah sebagai pemesan dan penjual sebagai pembuat barang.

iB Ististhn>a Paralel
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IB Ististhn>a Paralel adalah produk pembiayaan dimana pihak bank
sebagai penjual memesankan barang pada pihak lain atau produsen
untuk menyediakan suatu barang yang sesuai dengan Kriteria dan
permintaan nasabah sebagai pembeli.

iB Kepemilikan Mobil

iB Kepemilikan Mobil adalah produk pembiayaan dimana pihak
bank menyediakan jual beli barang sebesar harga perolehan
ditambah dengan margin yang telah disepakati.

IB Kepemilikan Rumah

iB Kepemilikan Rumah adalah produk pembiayaan yang disediakan
bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian
rumah susun atau apartemen, rumah toko dan/atau rumah kantor.
Pembiayaan iB K3A

Pembiayaan iB K3A adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank
Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (kopkar), Koperasi
Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi sejenis
lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggotanya.
Pembiayaan iB KKPA — Relending Syariah

Pembiayaan iB KKPA — Relending Syariah adalah pembiayaan
dalam bentuk investasi dan modal kerja kepada koperasi primer
untuk diteruskan kepada anggotanya, dengan sumber dana berasal
dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang dikelola oleh

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).
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iB Jaminan Tunai

iB Jaminan Tunai adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah
Bukopin dengan jaminan cash collateral yang ada di Bank Syariah
Bukopin dan diblokir sampai dengan pembiayaan lunas.

iIB Pembiayaan Pola Channeling

iB Pembiayaan Pola Channeling adalah pembiayaan yang meliputi
pembiayaan iB Mobil Pola Channeling yang pertama melalui
Multifinance adalah pembiayaan pemilikan kendaraan kepada end
user yang dilakukan melalui perusahaan Multifinance yang dapat
dilakukan secara pembiayaan bersama (joint financing) atau
pembiayaan penuh (full financing). Kedua pembiayaan kepada
Pensiunan Pola Channeling melalui Koperasi adalah pembiayaan
yang diberikan Bank Syariah Bukopin kepada pensiunan atau
janda/duda (karena penerima pensiun meninggal) yang menerima
uang pensiun secara rutin setiap bulannya yang dilakukan melalui
koperasi. Pensiunan dimaksud meliputi pensiunan PNS/TNI/POLRI
yang mendapatkan uang pensiun dari Negara.

IB SiaGa Emas Gadai

iB SiaGa Emas Gadai adalah produk pembiayaan dimana pihak bank
memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan
menjaminkan emas.

iB Kepemilikan Emas
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iB Kepemilikan Emas adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak
bank agar nasabah yang berkeinginan bisa memiliki emas.

e iB SiAga Pendidikan
iB SiAga Pendidikan adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan
oleh pihak bank kepada masyarakat untuk membiayai kebutuhan
dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa paket biaya
pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

e B SiAga Pensiun
iB SiAga Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh
pihak bank kepada penerima pensiun yang menerima jatah uang
pensiun secara rutin setiap bulan dari Negara (APBN).

c. Jasa®

e SMS Banking
SMS Banking BSB adalah layanan informasi dan transaksi
perbankan yang dapat diakses atau digunakan nasabah melalui Short
Message Service (SMS) pada telepon seluler.

e Mobile Banking — BSB (M-BSB)
M-BSB adalah layanan transaksi perbankan dan pembayaran
tagihan yang dapat diakses atau digunakan nasabah melalui telepon

seluler.

e Safe Deposit Box

8 https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/jasa, diakses pada 25 Mei 2018
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Safe Deposit Box adalah fasilitas jasa perbankan bagi nasabah untuk
menyimpan surat atau dokumen dan barang berharga yang bersifat
rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.

Transfer

Transfer adalah fasilitas jasa perbankan yang disediakan untuk
memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari
Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau
pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah
Bukopin sebagai penerima.

Kliring

Kliring adalah fasilitas jasa yang disediakan pihak bank untuk
menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro,
warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang telah
menjadi anggota kliring.

Inkaso

Inkaso iB atau Collection adalah suatu cara penagihan dengan cara
mengirimkan dokumen kepada pihak bank dengan maksud
mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-
syarat lainnya.

RTGS

RTGS adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah

yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta
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pertransaksi  secara individual, dimana sistem BI-RTGS
diselenggarakan Bank Indonesia.

Payment Point

Payment point adalah fasilitas jasa perbankan yang diberikan kepada
nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihantagihan yang
bersifat rutin.

SKDBN iB

SKDBN iB adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan
tertulis pemohon yang mengikat Bank Pembuka, yang pertama
untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau
mengaksepnya dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
Yang kedua adalah untuk pemberi kuasa kepada bank lain untuk
melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya atau
mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima atau
memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang
ditarik oleh penerima.

Bank Garansi iB

Bank Garansi iB adalah jaminan dalam bentuk warkat yang
diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar
terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin

mengalami cidera janji atau biasa disebut wanprestasi.
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Kartu ATM BSB

Kartu ATM BSB adalah fasilitas layanan kepada nasabah untuk
melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM
(Automated Teller Machine) yang dimiliki oleh Bank Syariah
Bukopin dan disebarkan diseluruh kota.

Hallo BSB

Hallo BSB adalah fasilitas layanan kepada nasabah dalam
memberikan layanan informasi dan penanganan perbankan dengan
menggunakan perangkat telepon.

Cash Management

Cash management adalah layanan perbankan -elektronis yang
memudahkan nasabah dalam melakukan akses inquiry saldo dan
transaksi secara Real Time On-Line melalui computer dari lokasi
usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih
efektif, efisien dan tersentralisasi.

Wakaf Uang

Wakaf uang adalah hal yang dilakukan seseorang, kelompok orang,
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola
secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan

ekonomi umat.
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B. Pembiayaan Bermasalah Atas Hak Tanggungan Di Bank Syariah Bukopin
KC Sidoarjo

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan®’
Berdasarkan hasil wawancara, berikut ini merupakan prosedur yang
diterapkan yaitu:
a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan
Tahap ini merupakan kegiatan awal dari pembiayaan yang dilakukan
oleh calon debitur. Bank meminta kepada calon debitur agar melengkapi
data-data legalitas sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan.

Tabel 3.2

Persyaratan Pembiayaan®®

Jenis Badan

No Dokumen Umum | Karyawan | Wiraswasta | Profesional Usaha

1 Copy
Identitas N v N v -
Diri

Copy
2 | Identitas = - ) - ~

Pengurus

Copy Surat
3 | Nikah x/ \ v v

Copy Kartu
4 Keluarga v v v v

Surat ljin
5 | Praktek/SK - - - \ -
Profesi

67 Nadia, Account Officer, Wawancara, Sidoarjo, 7 Agustus 2018.
%8 https://www.syariahbukopin.co.id/id/produk-dan-jasa/pembiayaan/persyaratan-pembiayaan,
diakses pada 25 Mei 2018
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Salinan
Rekening
Koran/Tabun
gan 3 Bulan
Terakhir

Memiliki
Tabungan di
Syariah
Bukopin

Slip Gaji
Asli Bulan
Terakhir

Salinan Rek.
PLN/PAM/
Tlp

10

Surat
Keterangan
Perusahaan/
Copy SK
Pengangkata
n Pegawai

11

NPWP/SPT
PPh 21*

12

Laporan
Neraca,
Laba/Rugi

13

Akta
Pendirian
Perusahaan

14

Copy SIUP,
TDP

15

Legalitas
Usaha

16

Data Obyek
Pembiayaan

17

Surat
Persetujuan
Pemotongan
Gaji
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b. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan untuk memperkecil risiko dari
pembiayaan agar tidak menjadi pembiayaan bermalasah, hal tersebut
termasuk salah satu aspek prinsip prudential banking yang berarti bahwa
bank dalam menajalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap
hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah
dipercayakan pada pihak bank.

Prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah
Bukopin KC Sidoarjo adalah dengan menerapkan prinsip 5C+1S berikut:
e Character (Karakter)

Penilaian karakter calon debitur salah satunya dilakukan dengan

melakukan penyidikan melalui BI checking, dari Bl checking tersebut

bank mendapatkan data legalitas, kemudian data legalitas tersebut
oleh bank dibuat menjadi memo yang kemudian dikirimkan kepada
operasional untuk dicek lebih lanjut. Setelah itu hasilnya nanti akan
ketauan misalnya mereka ada tunggakan dibank lain atau tidak,
biasanya apabila ada tunggakan di bank lain walaupun satu hari Bank

Syariah Bukopin KC Sidoarjo tidak bisa menindaklanjuti pengajuan

pembiayaan yang diajukan calon debitur tersebut. Namun apabila

calon debitur tersebut bersih atau tidak ada tunggakan dibank lain

maka bisa dilanjutkan ketahap berikutnya.
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Kemudian bank juga melakukan trade checking maupun personal
checking kepada calon debitur untuk mengecek apakah sesuai dengan
data yang ada.

Capacity (Kemampuan)

Dalam melihat capacity calon debitur tersebut bank melakukan suatu
penilaian akan kemampuan calon debitur dalam melunasi
pembiayaan. Hal itu dilakukan dengan cara wawancara dengan calon
debitur, bank melihat kondisi rumah kemudian dari slip gaji yang
diberikan oleh calon debitur pada saat pengajuan pembiayaan.
Capital (Modal)

Modal sendiri bisa berupa jumlah kuantitas barang, properti dan dana
yang dimiliki oleh calon debitur yang menjadi produk untuk diperjual
belikan.

Collateral (Jaminan)

Analisa yang dilakukan terhadap jaminan yang diberikan oleh calon
debitur pada bank atas pembiayaan yang diberikan ini bisa berupa
SHM (Surat Hak Milik) dan SHGB (Surat Hak Guna Bangunan),

kemudian harus ada IMB (ljin Milik Bangunan) dan PBB terakhir.

Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)
Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah situasi perekonomian calon

debitur kedepannya atau prospek dimasa yang akan datang. Karena
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kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha calon
debitur.
e Sharia (Syariah)
Syariah disini bersumber pada kinerja bank dan calon debitur. Bank
melakukan penekanan keislamian terhadap seluruh aspek objek
pembiayaan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan wajib
menghindari hal-hal yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah
Nasional. Serta usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang
tidak melanggar prinsip perbankan syariah.
c. Persetujuan Pembiayaan
Setelah Account Officer (selanjutnya disebut AQ) melakukan
analisis pembiayaan diatas, kemudian AO membuat proposal yang
kemudian diajukan ke komite. Selanjutnya menunggu hasil dari komite
tersebut apakah pembiayaan tersebut ditolak, disetujui atau disetujui
dengan syarat. Apabila disetujui dengan syarat maka calon debitur harus
memenuhi syarat tersebut, kemudian AO membuat rangkuman offering
letter, namun Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo menyebutnya dengan

Surat Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (SPPFP).

d. Dropping (Pencairan Dana)
Sebelum dropping, debitur harus memiliki rekening di Bank Syariah
Bukopin KC Sidoarjo. Karena angsurannya didebet dari rekening

tersebut. Setelah itu dilakukan pengikatan ke notaris. Dalam pengikatan
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ini dihadiri oleh legal, debitur, notaris, pimpinan cabang, dan AO.

Kemudian Dropping baru bisa dilakukan setelah calon debitur

menandatangani SPPFP yang sudah bermaterai tersebut.

2. Pembiayaan Bermasalah®®

Pada pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin KC

Sidoarjo terdapat faktor-faktor yang dapat menjadikan pembiayaan tersebut

menjadi bermasalah, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Contoh dari faktor internal yang

terjadi di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo adalah kesalahan saat

menganalisa. Sedangkan contoh dari faktor eksternal yaitu adanya kendala

usaha dari debitur tersebut.

3. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah®

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, bank harus

terlebih dahulu melakukan penetapan terhadap kualitas kredit (kolektibilitas

kredit) pada debitur. Penetapan ini sesuai dengan kondisi SOP Bank

Syariah Bukopin KC Sidoarjo, OJK dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kualitas kredit ditetapkan menjadi:

e Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan

pembayaran angsuran.

e Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila terdapat

tunggakan pembayaran angsuran selama 1-2 (satu-dua) bulan.

% Nadia, Account Officer, Wawancara, Sidoarjo, 7 Agustus 2018.
0 Mudji, Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan, Wawancara, Sidoarjo, 11 Juli 2018
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e Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan
pembayaran angsuran selama 3-4 (tiga-empat) bulan.

e Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran
angsuran selama 5-6 (lima-enam) bulan.

e Macet (kolektibiltas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran

angsuran selama 7 (tujuh) bulan dan lebih.

Setelah bank menentukan penetapan terhadap kualitas kredit
(kolektibilitas kredit) dari debitur tersebut, bank dapat mengetahui diposisi
debitur tersebut berada. Apabila debitur tersebut sudah memasuki
kolektibilitas 2 (dua), maka pihak bank akan memberikan solusi terlebih
dahulu kepada debitur yang bermasalah sebelum bank mengeluarkan Surat
Peringatan (selanjutnya disebut SP) 1 (satu). Kemudian apabila debitur
masih tidak membayar angsuran tersebut maka bank akan mengeluarkan
SP 2 (dua) dan SP 3 (tiga), sebelum jaminan dari debitur bermasalah
tersebut disita dan kemudian menjadi AYDA (Agunan yang Diambil Alih).
Sebelumnya bank juga melakukan restrukturisasi pembiayaan berupa
reschedule, restructure, atau reconditioning pada pembiayaan bermasalah
tersebut. AYDA tersebut kemudian dijual kembali, bisa dilakukan oleh
debitur atau bank namun bisa juga dilelang melalui KPKNL ataupun

mengajukan fiat eksekusi melalui pengadilan agama.

C. Penilaian AYDA Oleh Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo’

"L Credit Investigator, Wawancara, Sidoarjo, 7 September 2018.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penilaian AYDA
disesuaikan berdasarkan dengan SOP Bank Syariah Bukopin yang berlaku.
Penilaian kualitas AYDA dilakukan minimal setahun sekali (setiap tanggal
ulang tahun AYDA). Penilaian kualitas tersebut harus digolongkan dengan
kriteria sebagai berikut:

e Lancar, apabila AYDA tersebut telah dimiliki sampai dengan 1 (satu)

tahun.

e Kurang Lancar, apabila AYDA tersebut telah dimiliki lebih dari satu

tahun dan kurang atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

e Diragukan, apabila AYDA tersebut telah dimiliki lebih dari 3 (tiga)

tahun dan kurang atau sama dengan 5 (lima) tahun.

e Macet, apabila AYDA telah dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

Namun jaminan yang tidak dilakukan upaya penyelesaiannya, ditetapkan
memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan.

Pada saat penilaian kembali (retaksasi), penetapan nilai bersin AYDA (Net
Realizable Value) harus dilakukan minimal satu tahun sekali semenjak aktiva
tersebut digolongkan menjadi AYDA, penilaian tersebut dilakukan dengan
ketentuan nilai/harga dari AYDA kurang dari Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar
Rupiah) dilakukan oleh penilai internal atau Unit Credit Investigasi, sedangkan
apabila nilai/harga dari AYDA tersebut lebih dari itu maka penilaian tersebut
dilakukan oleh penilai independen, dengan mengajukan kepada KJPP yang

bekerja sama dengan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.
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Penilaian AYDA sama dengan penilaian jaminan pada saat awal debitur
melakukan pembiayaan. Syarat-syarat yang diperlukan dalam penilaian adalah
harus ada SHM (Surat Hak Milik) dan SHGB (Surat Hak Guna Bangunan),
setelah itu harus ada IMB (ljin Milik Bangunan) dan PBB terakhir.

Prosedur penilaian tersebut setelah syarat-syarat tersebut lengkap kemudian
mendatangi lokasi jaminan itu berada dengan marketing dan debitornya untuk
mencocokkan sertifikat apakah sesuai dengan fisik dilapangan. Setelah itu
dilakukan dokumentasi atas jaminan tersebut dan mencatat berapa luas
bangunannya. Kemudian penilai mencari tahu harga pasar didaerah tersebut
untuk dijadikan perbandingan dalam penilaian jaminan tersebut.

Setelah dilakukan penilaian kemudian terdapat laporan penilaian, dalam
laporan penilaian tersebut kemudian menghasilkan 2 (dua) nilai, yaitu nilai

pasar dan nilai likuidasi.
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang’

Apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya atau sudah masuk pada tahap
kolektibilitas 5 atau macet, maka bank berhak untuk menjual AYDA tersebut
dengan melakukan penjualan yang dilakukan sendiri (penjualan dibawah
tangan), eksekusi melalui lelang secara langsung (parate eksekusi) atau fiat
eksekusi melalui pengadilan agama (titel eksekutorial).”

Lelang mengenai AYDA ini merupakan lelang eksekusi hak tanggungan,

yang termasuk dalam jenis lelang eksekusi. “Lelang Eksekusi adalah lelang

2 Mudji, Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan, Wawancara, Sidoarjo, 11 Juli 2018
73 Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996
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untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen
lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan”’*

Dalam penjualan melalui lelang ini bank berhak untuk menjual tanpa
memerlukan persetujuan dari debitur karena debitur tersebut melakukan
wanprestasi, hal itu terdapat pada Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
yang berbunyi “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan tersebut.”’

Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam hal ini memilih untuk melakukan
dengan cara parate eksekusi yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan
penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-
benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, dimuka
umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana
karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa pengesahan/persetujuan (fiat) izin
hakim dan titel eksekutorial.”

Parate eksekusi ini dilakukan dengan melelang AYDA melalui KPKNL.

Menurut kebijakan Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam aturan secara

normatifnya, yang bisa dieksekusi dengan parate eksekusi melalui KPKNL ini

7 pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016

75 Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996

6 Teddy Anggoro, ” Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu
Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3, No. 4
(Oktober-Desember 2007), 536.
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hanyalah rumah/bangunan dalam kondisi kosong (tidak berpenghuni). Jadi bisa
diestimasikan untuk penyelesaiannya tidak terjadi pengosongan karna rumah/
bangunan tersebut sudah dalam kondisi kosong. Hal itu dilakukan untuk
mecegah terjadinya berbagai masalah seperti banding, kasasi ataupun
pengosongan setelah terjadi lelang.

Sebelum dilelang oleh KPKNL, bank wajib melakukan penilaian kembali
sebelum dilakukan lelang untuk mendapatkan nilai limit. Terdapat perbedaan
pada penilaian AYDA yang akan dilelang ini yaitu apabila penilaian dengan
nilai/harga dari AYDA kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)
dilakukan oleh penilai internal atau Unit Credit Investigasi, sedangkan apabila
nilai/harga dari AY DA tersebut lebih dari itu maka penilaian tersebut dilakukan
oleh penilai independen.

Setelah dilakukan penilaian kembali kemudian bank mendapatkan nilai
limit dari AYDA yang akan dilelang tersebut, nilai limit didapatkan dari nilai
likuidasi yang kemudian diserahkan oleh bank kepada KPKNL sebagai
persyaratan untuk melakukan lelang.

Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo selaku pemohon lelang kemudian
mengajukan permohonan lelang yang diajukan kepada KPKNL untuk
menetapkan jadwal lelang. Setelah jadwal lelang keluar, Bank Syariah Bukopin
KC Sidoarjo kemudian memasang iklan disurat kabar. Lelang kemudian

dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan.
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BAB IV

IMPLEMENTASI MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

BERMASALAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DI BANK SYARIAH

BUKOPIN KC SIDOARJO\

Implementasi Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui
Lelang Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa nilai limit
dalam lelang eksekusi didapatkan melalui penilaian AYDA atau barang
jaminan pada pembiayaan yang bermasalah. Penilaian barang jaminan
dilakukan lebih dari sekali. Hal itu dikarenakan nilai AYDA yang terus
berubah. Penilaian tersebut dilakukan agar nilai AYDA sesuai dengan nilai

pasar yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun.

Penilaian pertama dilakukan pada awal saat calon debitur mengajukan
pembiayaan, penilaian ini dilakukan oleh pihak penilai internal bank. Yang
kedua dilakukan penilaian kembali (retaksasi), penetapan nilai bersih AYDA
(Net Realizable Value) harus dilakukan minimal satu tahun sekali semenjak
aktiva tersebut digolongkan menjadi AYDA yaitu setiap pada tanggal ulang
tahun AYDA, penilaian tersebut dilakukan dengan ketentuan nilai/harga dari
AYDA kurang dari Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh
penilai internal atau Unit Credit Investigasi, sedangkan apabila nilai/harga dari

AYDA tersebut lebih dari itu maka penilaian tersebut dilakukan oleh penilai
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independen, dengan mengajukan kepada KJPP yang bekerja sama dengan

Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo.

Yang terakhir adalah penilaian yang dilakukan sebelum AYDA tersebut
dilelang, pada penilaian ini terdapat ketentuan penilaian dengan nilai/harga
apabila kurang dari 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) maka yang akan
melakukan penilaian adalah penilai internal, namun apabila melebihi
nilai/harga tersebut maka penilaian akan dilakukan oleh penilai independen.
Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berbunyi
“Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia, dan Lelang
Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp. 1.000.000.000

(Satu Miliar Rupiah)”’’

Dari penilaian AYDA tersebut maka penilai akan mendapatkan beberapa
nilai, namun yang biasa digunakan adalah nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai
likuidasi ini kemudian diserahkan oleh penilai kepada KPKNL sebagai salah
satu persyaratan lelang yang kemudian dijadikan sebagai nilai limit seperti
yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan berikut “Dalam
pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan
Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama

dengan Nilai Likuidasi”.”®

7 Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
78 Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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Masa berlaku laporan penilaian Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT yang
digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit berlaku untuk jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal
pelaksanaan lelang, kecuali terdapat perubahan kondisi yang signifikan
menurut penjual (dapat kasus ini penjual adalah bank kreditor yaitu Bank
Syariah Bukopin KC Sidoarjo). Apabila terdapat perubahan kondisi yang
signifikan maka masa berlaku laporan penilaian tersebut bisa kurang dari 12
(dua belas) bulan. Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo melampirkan laporan
penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang dilengkapi dengan
tanggal penilaian kedalam kelengkapan permohonan lelang yang kemudian di
cek masa berlaku laporan penilaiannya oleh KPKNL dengan menunjuk pejabat
lelang kelas I. Namun perlu diketahui bahwa KPKNL tidak berwenang untuk
meninjau nilai dan materi yang tercantum dalam laporan penilaian tersebut.”
Nilai limit ini bersifat tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam

pengumuman lelang.®

Lelang mengenai AYDA ini merupakan lelang eksekusi hak tanggungan,
yang termasuk dalam jenis lelang eksekusi. “Lelang Eksekusi adalah lelang
untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen
lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan”.8! Dalam penjualan melalui lelang ini bank

berhak untuk menjual tanpa memerlukan persetujuan dari debitur karena

7 Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
8 pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
81 pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
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debitur tersebut melakukan wanprestasi, hal itu terdapat pada Undang-Undang
Hak Tanggungan (UUHT) yang berbunyi “Apabila debitor cidera janji,
pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”8?

Bank Syariah Bukopin dalam hal ini memilih untuk melakukan dengan
cara parate eksekusi yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan
atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang
telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, dimuka umum dengan
syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa

melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial .2

Pada saat akan mengajukan lelang kepada KPKNL, bank wajib
melengkapi terlebih dahulu berkas yang diperlukan untuk permohonan lelang.
Berikut adalah berkas permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang

Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT):

1. Syarat Umum
a. Salinan/fotokopi SK Penunjukan Penjual/ST Penjual/Surat Kuasa
Penjual, kecuali Permohonan Lelang adalah perorangan, atau
Perjanjian/Surat Kuasa Penunjukan Balai Lelang sebagai pihak penjual.

b. Daftar barang yang akan dilelang.

82 pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996

8 Teddy Anggoro, ” Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu
Pemahaman Dasar dan Mendalam)”, Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3, No. 4
(Oktober-Desember 2007), 536.
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Surat Persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal objek berupa tanah
dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan HGB atau HP diatas
tanah HPL.

Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil
bersih lelang, berupa:

1) Data Pengisian SSBP, atau;

2) Nomor Rekening Penjual atau Surat Pernyataan bermaterai cukup
dari Penjual yang menerangkan tidak memiliki rekening khusus.
SK dari penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada),

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
SK dari Penjual mengenai syarat lelang tambahan selain yang diatur
dalam angka 5 (apabila ada) berikut peraturan perundang-undangan

yang mendukungnya.

. Surat penetapan nilai limit dari Penjual, dalam hal objek lelang berupa

barangbergerak yang berwujud.

Foto dalam hal lelang melalui internet.

2. Syarat Khusus Permohonan Lelang

a.

b.

Salinan/fotokopi Perjanjian kredit
Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak
Tanggungan.

Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang

harus dipenuhi.
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e. Salinan/fotokopi bukti bahwa:
1) Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
2) Debitor telah pailit, berupa:
e Putusan pailit; dan
e Salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas
atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh
Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan
insolvensi; atau
e Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang
isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata
dan/atau tuntutan pidana.

3) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku
Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

f. Laporan Penilaian:

1) Salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen
ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal
penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp.
1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau

2) Salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil
penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit

paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
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3. Syarat Khusus Pelaksanaan Lelang

a. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksaan lelang.

b. Bukti pengumuman lelang.

c. SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan
bangunan.

d. Salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil
penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan
ikut menjadi Peserta Lelang.

e. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor

akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de Command).

Setelah bank menyerahkan berkas permohonan lelang tersebut, maka akan
dicek dan diteliti kembali kelengkapan dan legalitas formal subjek dan objek
oleh Pejabat Lelang Kelas | dan kelengkapan dokumen oleh Kasi Pelayanan

Lelang.

Skema Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang
Eksekusi Di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Bank Syariah
Bukopin KC Sidoarjo, penulis dapat menjabarkan proses penyelesaian
pembiayaan bermasalah yang diselesaikan dengan menggunakan tindakan

lelang yang akan digambarkan pada skema berikut ini:



Skema Mekanisme Penentuan Nilai Limit

Gambar 4.1

82
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Keterangan:

N

10.

11.

Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank.

Setelah pembiayaan berjalan, dapat dilihat apakah pembiayaan tersebut
lancar atau bermasalah.

Apabila pembiayaan tersebut lancar, debitur dapat membayar angsuran
sesuai kesepakatan tanpa ada masalah sampai akhir maka pembiayaan
tersebut dinyatakan selesai.

Namun bila pembiayaan tersebut bermasalah, maka bank akan memberi
saran berupa restrukturisasi pembiayaan sebagai solusi awal.

Apabila saran tersebut disetujui dan dilaksanakan oleh debitur, maka
pembiayaan akan berjalan seperti semula sampai akhir dan dapat
dinyatakan selesai.

Namun bila saran tersebut tidak dilaksanakan atau dihiraukan oleh
debitur tersebut, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan dengan
menyita barang jaminan (AYDA).

AYDA tersebut kemudian dinilai oleh penilai.

Dalam hasil penilaian AYDA tersebut terdapat beberapa nilai, yaitu
nilai pasar dan nilai likuidasi.

Setelah AYDA tersebut dinilai, pihak bank akan menyerahkan hasil
penilaian AYDA dan persyaratan lainnya kepada KPKNL

KPKNL kemudian menjalankan lelang AY DA tersebut.

Dalam lelang terdapat nilai limit sebagai acuan harga/nilai minimal

AYDA yang akan dilelang.
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12. Nilai limit diperoleh berdasarkan nilai likuidasi sebagai acuan pada saat
penilaian AYDA.

Dari skema tersebut dapat kita ketahui alur mulai awal sampai akhir
terjadinya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelang eksekusi di
Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo. Proses pertama yaitu nasabah mengajukan
pembiayaan kepada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo, apabila pembiayaan
tersebut diterima maka akan terjadi pembiayaan seperti yang telah diajukan.
Apabila nasabah yang telah menjadi debitur tersebut dapat membayarkan
kembali pembiayaan yang telah dipinjam maka pembiayaan tersebut tergolong
lancar atau bisa disebut dengan kolektibilitas 1 (satu). Namun apabila debitur
tidak mampu membayar atau melakukan wanprestasi selama 1 (satu) sampai 2
(dua) bulan maka pembiayaan tersebut dapat digolongkan menjadi
kolektibilitas 2 (dua) atau dalam perhatian khusus. Selanjutnya apabila debitur
masih belum membayar selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan maka
digolongkan menjadi kolektibilitas 3 (tiga) atau kurang lancar. Selama
kolektibilitas 2 (dua) atau kolektibilitas 3 (tiga) bank akan membantu debitur
dengan memberikan solusi berupa restrukturisasi pembiayaan seperti
reschedule, restructure, atau reconditioning pada pembiayaan bermasalah
tersebut. Selanjutnya apabila debitur tersebut masih juga belum membayar
selama 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, maka akan digolongkan sebagai
kolektibilitas 4 (empat) atau diragukan. Dan yang terakhir adalah kolektibilitas
5 (lima) atau macet, dimana debitur tidak dapat membayar selama 7 (tujuh)

bulan dan lebih. Ditahap ini aset (tanah/tanah dan bangunan) yang diberikan
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debitur sebagai jaminan akan diambil alih atau disita, yang kemudian disebut

sebagai AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).

AYDA ini kemudian dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penilaian ini diperlukan sebelum bank mengajukan permohonan lelang kepada
KPKNL. Penilaian sebelum lelang ini dilakukan agar dapat menentukan nilai

limit, yang nantinya dipakai pada saat melelang AY DA tersebut.

Dalam penilaian ini terdapat 2 (dua) nilai pokok, yaitu nilai pasar dan nilai
likuidasi. Nilai pasar menurut SPI adalah “estimasi sejumlah uang yang dapat
diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian,
antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual,
dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak,
di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang
dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan”® atau dengan kata lain

nilai/harga aset (tanah/tanah dan bangunan) pada pasaran yang ada saat ini.

Sedangkan nilai likuidasi sendiri yaitu “sejumlah uang yang mungkin
diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu yang relatif pendek
untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran dalam definisi Nilai
Pasar. Pada beberapa situasi, Nilai Likuidasi dapat melibatkan penjual yang

tidak berminat menjual, dan pembeli yang membeli dengan mengetahui situasi

84 Standar Penilai Indonesia 101 Butir 3.1 Edisi VI — 2015
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yang tidak menguntungkan penjual”®. Nilai likuidasi inilah yang kemudian

dipakai menjadi acuan nilai limit dalam lelang.

8 Standar Penilai Indonesia 102 Butir 3.7.1 Edisi VI — 2015



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti mengenai
“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lelang Eksekusi
di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin KC
Sidoarjo diselesesaikan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan
berupa reschedule, restructure, atau reconditioning dahulu sebelum
akhirnya jaminan pembiayaan tersebut disita dan menjadi AYDA. Setelah
itu bank berhak untuk menjual AYDA tersebut dengan melakukan
penjualan yang dilakukan sendiri (penjualan dibawah tangan) baik melalui
pihak debitur ataupun bank, eksekusi melalui lelang secara langsung (parate
eksekusi) atau fiat eksekusi melalui pengadilan agama (titel eksekutorial).

2. Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelang eksekusi
di Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo dilakukan menurut kebijakan Bank
Syariah Bukopin KC Sidoarjo dalam aturan secara normatifnya, yang
dilelang melalui KPKNL dengan cara parate eksekusi ini hanyalah
rumah/bangunan dalam kondisi kosong (tidak berpenghuni). Jadi bisa
diestimasikan untuk penyelesaiannya tidak terjadi pengosongan karena

rumah/bangunan tersebut sudah dalam kondisi kosong. Hal itu dilakukan
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untuk mecegah terjadinya berbagai masalah seperti banding, kasasi ataupun

pengosongan setelah terjadi lelang.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sedikit saran
dari peneliti kepada Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo agar kedepannya dapat
menjadi lebih baik lagi, yaitu:

1. Sebaiknya untuk divisi AO terus menjalin komunikasi dan lebih
memberikan pengertian kepada pihak debitur agar kedepannya tidak terjadi
pembiayaan bermasalah.

2. Memberikan pengertian dan solusi dengan lebih teliti kepada debitur yang
mengalami pembiayaan bermasalah, serta memberi peringatan secara tegas
apabila pihak debitur tidak kunjung menyelesaikan pembiayaan bermasalah
tersebut.

3. Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo sebaiknya melakukan penilaian secara
transparan (terbuka) dengan melibatkan debitur agar debitur mengetahui
bagaimana cara perhitungan pada saat penilaian AYDA tersebut sehingga
kedepannya tidak ada gugatan kembali oleh debitur yang merasa tidak adil

dengan nilai limit yang dipakai pada saat terjadi lelang.
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